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BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 8/PUU-XV1/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM
PIDANA (KUHP)

28 FEBRUARI 2018

A. PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diajukan
organisasi Barisan Advokat Bersatu yang diwakili oleh Herwanto Nurmansyah
dan Ade Manansyah yang dikuasakan kepada Victor Santoso Tandiasa SH., MH.

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas
Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP yang berketentuan
sebagai berikut:

Pasal 21 UU Tipikor

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa
ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 221 KUHP

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:




2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud
untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar
penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan,
menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana
kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau
menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman
atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan
undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi
menjalankan jabatan kepolisian”.

C. BATU UJI
Bahwa Pasal-Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal
1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon.

D. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap permohonan pengujian a quo, MK memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Sidang Panel Perbaikan Permohonan pada hari Senin, tanggal
19 Februari 2018, Para Pemohon menyatakan menarik permohonannya
dengan alasan, permohonan Para Pemohon baik secara pasal yang
dimohonkan pengujian maupun substansi permohonannya sama dengan
perkara Nomor 7/PUU-XVI1/2018, sehingga Para Pemohon menyepakati untuk
menyerahkan sepenuhnya kepada perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018.
Penarikan permohonan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 19
Februari 2018 tersebut, kemudian dipertegas melalui surat yang diterima
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2018.

2) Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut di atas,
Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018,
telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan
Perkara Nomor 8/PUU-XVI1/2018 a quo beralasan menurut hukum.

E. KETETAPAN

1) Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon;

2) Permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang




Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ditarik kembali;

3) Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

4) Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta
Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas
permohonan kepada Para Pemohon.

F. PENUTUP

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ’Pemohon dapat
menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah
Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.”
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